
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum 

 

 

1. Pengertian Pemilihan Umum 

 

 

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan 

wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, 

dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan 

nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu) menurut Haris (2006: 10) 

merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat 

langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman 

politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. 

 

Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan 

umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum, 

selanjutnya disebut pemilu, adalah :  Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat 

yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Hutington dalam Rizkiyansyah (2007: 3) menyatakan bahwa sebuah negara 

bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan 

umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan 

sirkulasi elite”. 

 

Menurut Dani (2006: 11) pemilu merupakan sarana demokrasi untuk 

membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah 

menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang 

benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai 

dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat. 

 

Menurut Rahman (2002: 194), pemilu merupakan cara dan sarana yang 

tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk 

dalam Dewan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, 

maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. 

Sedangkan, Rizkiyansyah (2007 : 3) “Pemilihan Umum adalah salah satu 

pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah 

ada demokrasi tanpa pemilihan umum”.  

 

Penjelasan di atas menunjukan bahwa pemilihan umum sebagai sarana 

terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang 

penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi 

demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, 

tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-

Undang Dasar 1945. 
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2. Teori-Teori Pemilihan Umum 

 

Permana dalam Pradhanawati (2005: 85) kata kunci dari pemilu langsung 

oleh rakyat adalah “kedaulatan rakyat”. Dengan demikian, reputasi 

demokrasi tidak diragukan lagi adalah pemaknaan yang sesungguhnya dari 

kedaulatan rakyat itu sendiri. Schumpeter dalam Sorensen (2003: 14) 

merumuskan pengertian demokrasi secara sederhana merupakan sebuah 

metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga 

negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-

pemimpin politik yang bersaing meraih suara.  

 

Pengertian demokrasi menunjukan bahwa keikutsertaan rakyat merupakan 

kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokrasi. 

Keikutsertaan rakyat dalam sistem pemerintahan bisa dilakukan secara 

langsung oleh rakyat itu sendiri maupun melalui perwakilan hal tersebut 

dapat terwujud dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum di Negara 

Indonesia. 

 

Mayo dalam Kristiadi (2006: 117) memberikan definisi demokrasi sebagai 

berikut :   

Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum 

ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara 

efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang 

didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam 

suasana terjaminnya kebebasan politik.  

 

 

Pendapat Mayo tersebut oleh Kristiadi (2006: 118) disimpulkan “bahwa 

demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga 
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suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, karena itu juga 

mengandung unsur-unsur moril. Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa 

demokrasi didasari oleh beberapa nilai (values)". Nilai-nilai dalam 

demokrasi tersebut menurut Mayo dalam Kristiadi (2008: 118) adalah :   

a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga 

(institutionalized peaceful statement of conflict), 

b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu 

masyarakat yang sedang berubah (peacefull change in a changing 

society), 

c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly 

succession of rules), 

d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of 

coercion), 

e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity, 

f. Menjamin tegaknya keadilan. 

 

Diamond, Linz dan Lipset dalam Sorensen (2003: 19) memaknai demokrasi 

sebagai sebuah sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi-kondisi 

berikut  :  

a. Kompetisi yang luas dan bermakna di antara individu dan kelompok 

organisasi (khususnya partai-partai politik) pada seluruh posisi 

kekuasaan pemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur 

dan meniadakan penggunaan kekerasan; 

b. Tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan 

kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur, dan tidak 

ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan; 

c. Tingkat kebebasan politik dan sipil, yaitu kebebasan berpendapat, 

kebebasan pers, kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota 

organisasi, yang cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan 

kompetisi politik. 
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Berdasarkan nilai-nilai beserta kondisi-kondisi demokrasi di atas maka 

dalam pemilihan umum juga terdapat nilai-nilai dan kondisi-kondisi 

tersebut. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai suatu “pesta demokrasi” 

di negara Indonesia. Mencermati praktik pemilu dalam sistem politik 

modern, Fatah dalam Rizkiyansyah (2007: 4) menyatakan bahwa :  

“Pemilu dapat dibedakan menjadi dua tipe. Pertama, pemilu sebagai 

formalitas politik, yakni, pemilu hanya dijadikan alat legalisasi 

pemerintahan nondemokratis. Pemilunya sendiri dijalankan secara 

tidak demokratis; Kedua, yakni pemilu sebagai alat demokrasi, 

pemilu dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif, dan adil. 

pemerintah yang menyelenggarakan Pemilu bahkan kerap kali 

menerima kenyataan bahwa Pemilu yang mereka adakan justru 

menyingkirkan mereka dari tampuk kekuasaan.” 

 

Pemilu kepala daerah yang dilaksanakan di Indonesia saat ini merupakan 

pemilu yang ditempatkan pada tipe kedua yaitu pemilu sebagai alat 

demokrasi untuk menciptakan suatu pemerintahan yang refresentatif yang 

dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif dan adil, berbeda dengan 

pemilu-pemilu yang dilaksanakan pada zaman orde baru. Pemilu pada 

zaman orde baru merupakan pemilu tipe pertama yaitu sebagai formalitas 

politik untuk melegalisasi pemerintahan Soeharto.  

 

Fungsi pemilu antara lain seperti yang diungkapkan oleh Sanit dalam Pito 

(2007: 307) yang mengklasifikasikan ada empat fungsi pemilihan umum, 

yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik 

dan pendidikan politik. Selain fungsi yang diungkapkan oleh Sanit, pemilu 

juga memiliki fungsi seperti yang diungkapkan oleh Croisant dalam Pito 

(2007: 306) yang menyatakan secara fungsional pemilu harus memenuhi 

tiga tuntutan yaitu :  
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a. Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih 

b. Pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat 

c. Keputusan, sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup 

besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk 

memerintah (governabilitas). 

 

 

Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa melalui pemilu 

sistem demokrasi dapat diwujudkan. Legitimasi kekuasaan yang diperoleh 

pemerintah menjadi kuat dan absah karena hal tersebut merupakan hasil 

pikiran rakyat yang memiliki kedaulatan. Selain sebagai mekanisme 

demokrasi, pemilu ini juga memiliki tujuan sebagai pendidikan politik 

rakyat yang dapat menumbuhkembangkan kesadaran rakyat akan hak dan 

kewajiban politiknya. 

 

Dalam melaksanakan pemilu diperlukan suatu sistem yang representatif 

yang sesuai dengan situasi dan kondisi negara/wilayah yang akan 

menyelenggarakannya. Saragih dalam Pito (2006: 304) mengatakan bahwa 

dalam sistem pemilihan umum mengandung karakteristik sistem yang 

meliputi electoral laws atau hukum dasar pemilu dan electoral process atau 

proses pemilu. 

 

Electoral laws merupakan pelaksanaan sistem yang sudah ada aturan-

aturannya secara umum. Aturan yang menata bagaimana pemilu dijalankan, 

bagaimana distribusi hasil pemilu ditetapkan dan sebagainya. Sedangkan 

electoral process yaitu mekanisme pelaksanaan suatu pemilu, antara lain 

siapa panitia penyelenggaraan pemilu, partai/organisasi peserta pemilu, 

penentuan calon-calon, cara dan tempat kampanye, kotak suara, tempat dan 

jumlah TPS, saksi, perpindahan pemilihan dan sebagainya. 
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Makna demokrasi dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan sistem 

demokrasi salah satunya adalah melalui pemilihan umum yang melibatkan 

partisipasi politik warga negara sebanyak-banyaknya. Partisipasi politik 

merupakan kriterium penting demokrasi. Krisis partisipasi politik terjadi 

jika tindakan-tindakan tidak tertampung atau tersalurkan melalui dewan 

perwakilan, media massa, organisasi-organisasi sosial politik lembaga 

pemerintahan atau lembaga-lembaga yang sah lainnya. 

 

Krisis partisipasi menurut Kusumowidagdo dalam Rais (2005: 158), adalah 

konflik atau bentrokan yang terjadi apabila elite pemerintah menganggap 

tidak sah tuntutan-tuntutan atau tingkah laku individu-individu atau 

kelompok yang ingin berperan serta dalam sistem politik (Negara). 

Beberapa kondisi yang dapat menimbulkan krisis partisipasi yaitu:  

a. Jika elite pemerintah menganggap dirinya saja yang berhak memerintah 

oleh karena itu menolak tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial 

politik untuk berperan serta dalam pemerintahan. 

b. Jika organisasi-organisasi yang dibentuk kelompok-kelompok 

masyarakat untuk menyalurkan kepentingan mereka dianggap tidak sah 

oleh pemerintah. 

c. Cara-cara yang digunakan kelompok-kelompok masyarakat dianggap 

tidak sah oleh elite pemerintahan 

d. Jika jenis tuntutan yang dikemukakan kelompok-kelompok masyarakat 

dianggap tidak sah oleh pemerintah. 

 

Pada sistem yang demokratis, tujuan dari pelaksanaan pemilu pun harus 

mencerminkan adanya kehendak dan patisipasi rakyat. Pemilihan Umum 

memiliki beberapa tujuan. Menurut Surbakti (1992: 181) ada tiga hal dalam 

tujuan pemilu, yaitu :  
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a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan 

alternatif kebijakan umum. 

b. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik 

kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat 

yang terpilih melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga 

integrasi tetap terjamin 

c. Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan atau menggalang 

dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut 

serta dalam proses politik. 

 

Jadi tujuan pemilu adalah sarana untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, 

membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan legitimasi dari rakyat 

serta memberdayakan warga negara dalam kegiatan politik. Dan fungsi dari 

pemilu adalah sebagai alat demokrasi. 

 

Berdasarkan pemaparan dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa demokrasi 

saat ini merupakan sistem pemerintahan yang memperhatikan hak-hak yang 

dimiliki oleh rakyat. Baik hak untuk ikut serta dalam pemerintahan maupun 

haknya sebagai warga sipil. Dalam demokrasi, rakyat harus diikutsertakan 

dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan politik, termasuk 

dalam menentukan seorang pemimpin. Salah satu upaya untuk 

mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan adalah melalui pemilihan 

umum. 

 

3. Asas dan Sistem Pemilihan Umum 

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan 

singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” 

sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang 

pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun 

yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam pemilu. Asas “Luber 
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dan Jurdil” pemilu menurut UU No. 10 tahun 2008, tentang Pemilihan 

Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU No. 10 Tahun 2008, 

asas pemilihan umum meliputi :  

a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung 

memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa 

perantara. 

b. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah 

menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di 

pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian). 

c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya 

tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan 

apapun. 

d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan 

diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang 

dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot). 

e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, 

pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau 

pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak 

langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik 

peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari 

kecurangan pihak manapun. 

 

Sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan umum terdapat dalam Pasal 2 

yaitu :  

a. Mandiri 

b. Jujur 

c. Adil 

d. Kepastian hukum 

e. Tertib penyelenggara pemilu  

f. Keterbukaan 

g. Proporsionalitas 

h. Profesionalitas 

i. Akuntabilitas 

j. Efisiensi dan 

k. Efektivitas. 
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Menurut Rahman (2002: 177) sistem pemilihan umum biasanya diatur 

dalam perundang-undangan, setidak-tidaknya mengandung tiga variabel 

pokok, yaitu :  

a. Penyuaraan (balloting) 

Artinya tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam 

memberikan suara.  

b. Daerah pemilihan umum (electoral district).  

Artinya ketentuan yang mengatur berapa jumlah kursi wakil rakyat 

untuk setiap daerah pemilihan.  

c. Formula pemilihan. 

Artinya rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai 

politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan”. 

 

 

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai pemilihan umum di Indonesia di 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat 

indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam  

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan pemilihan umum 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 

lima tahun sekali sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2011 tentang 

penyelenggara pemilihan umum.  

 

Darmastuti dan Maryanah (2004: 48) menjelaskan ada beberapa prinsip-

prinsip pemilihan umum yang perlu dijamin, yaitu  :  

a. Keadilan 

Prinsip ini sangat diperlukan agar seluruh rakyat memiliki hak yang 

sama untuk memilih dan dipilih. Selain itu prinsip ini juga diperlukan 

agar seluruh peserta pemilihan umum, baik yang berupa partai politik, 

perorangan, maupun independen mendapat perlakuan yang sama dari 

pelaksanaan pemilihan umum. Tanpa keadilan, maka tidak ada jaminan 

bahwa kedaulatan rakyat dapat direalisasikan. 

b. Kejujuran 

Kejujuran bukan hanya perlu ditujukan kepada pelaksanaan pemilihan 

umum sehingga hasil pemilihan umum akan sah (legitimate) karena 

tidak terjadi kecurangan administrasi dan perhitungan, tetapi juga perlu 
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ditujukan juga oleh para peserta pemilu (baik partai, perorangan, 

maupun kelompok independen) dan para pemilih. 

c. Umum 

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali 

memiliki hak untuk memilih. Prinsip umum ini dikemukakan untuk 

menjamin hilangnya berbagai faktor yang pada masa lalu sering 

menjadi dasar diskriminasi, antara lain karena faktor status sosial, 

warna kulit dan ras, jenis kelamin, agama, pandangan politik dan 

sebagainya. 

d. Bebas 

Prinsip ini sangat esensial untuk menjamin agar pemilu tidak 

dilaksanakan dengan cara intimidasi. Rakyat harus memiliki kebebasan 

mengekspresikan pilihan politiknya karena prinsip ini akan menjamin 

diperolehnya informasi tentang kehendak rakyat yang sesungguhnya, 

berkenaan dengan siapa-siapa yang dipercaya menjadi wakil atau 

menjadi pejabat politik oleh rakyat, sekaligus apa ideologi, program dan 

aktivitas politik yang dipilih oleh sebagian besar rakyat. 

e. Kerahasiaan 

Kerahasiaan pilihan adalah prinsip pemilu yang sangat penting karena 

prinsip ini menjamin pemilih tidak akan mendapat intimidasi karena 

pilihan politiknya. 

f. Langsung 

Rakyat harus langsung memilih pilihan politiknya. Karena itu 

administrasi pemilu dirancang sedemikian rupa sehingga setiap orang 

termasuk penyandang cacat, dapat langsung memilih tanpa perlu 

mewakilkannya kepada orang lain. 

 

 

Di Indonesia telah berulang kali diselenggarakan pemilihan umum yang 

disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia, baik sewaktu orde lama, 

orde baru dan orde reformasi (Syafiie, 2005: 136). Dalam ilmu politik 

dikenal bermacam-macam sistem pemilu, akan tetapi umumnya berkisar 

pada dua prinsip pokok yaitu sistem distrik (single-member constituency 

dan sistem proporsional/perwakilan berimbang (multi-member 

constituency). (Kristiadi, 2008: 461). 

 

Sistem distrik (single-member constituency) diselenggarakan berdasarkan 

lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, 

tetapi berkiblat pada tempat yang sudah ditentukan. Jadi daerah yang 
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sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat 

penduduknya. Oleh karena itu, sudah barang tentu akan banyak suara yang 

terbuang, tetapi karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung, 

maka pemilih akan akrab dengan wakilnya (personen stelse), data distrik 

biasanya memiliki satu wakil (Syafiie, 2005: 136-137). 

 

Adapun keuntungan dengan menggunakan sistem distrik menurut Kristiadi 

(2006: 466) adalah sebagai berikut :  

a. Sistem ini lebih mendorong ke arah integritas partai-partai politik karena 

kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. 

b. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat 

dibendung. 

c. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh 

komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. 

d. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui distortion 

effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga 

memperoleh kedudukan mayoritas. 

e. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas 

dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai 

lain. 

f. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselengggarkan. 

 

Selain keuntungan dalam menggunakan sistem distrik ini Kristiadi (2006:  

467) juga mengungkapkan beberapa kelemahannya. Kelemahan tersebut 

antara lain :  

a. Sistem ini kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil dan 

golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpencar dalam beberapa 

distrik; 

b. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam 

suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini 

berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama 

sekali; 

c. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural 

karena terbagi dalam kelompok etnis, religious, dan tribal; 

d. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan 

kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan 

nasional. 
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Penggunaan sistem distrik ini lebih cocok pada negara yang masyarakatnya 

homogen dan hanya memiliki dua partai (dwi party). Sistem distrik ini 

lebih cenderung mengarah pada desentralisasi. Di Indonesia sistem distrik 

ini digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pemilihan 

umum untuk memilih anggota DPD. Sistem proporsional/perwakilan 

berimbang (multi-member constituency) berkiblat kepada jumlah penduduk 

yang akan menjadi peserta pemilih. Sistem ini dimaksud untuk 

menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Rizkiyansyah 

(2007: 7) menyatakan bahwa : 

“Sistem proporsional adalah sistem yang muncul karena ada 

ketidakpuasan terhadap sistem distrik. Gagasan pokok sistem ini 

adalah jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai adalah sesuai 

dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat.” 

 

Dalam sistem ini setiap suara, dalam arti bahwa suara lebih yang diperoleh 

oleh suatu partai atau golongan dalam sesuatu daerah pemilihan dapat 

ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu 

dalam daerah pemilihan lain, untuk menggenapkan jumlah suara yang 

diperlukan guna memperoleh kursi tambahan. Sama halnya dengan sistem 

distrik, sistem proporsional ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. 

 

Mengutip pendapat Kristiadi (2006: 467), bahwa kelebihan sistem ini 

adalah :  

a. Sistem proporsional dianggap refresentatif, karena jumlah kursi dalam 

parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam 

pemilihan umum ; 

b. Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih 

egalitarian karena praktis tanpa ada distorsi. 
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Sedangkan untuk kelemahannya, penulis pun masih mengutip pendapat 

Kristiadi (2006: 469). Kelemahan dalam sistem proporsional ini antara lain:  

a. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau 

bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan 

yang ada, tetapi sebaliknya, cenderung mempertajam perbedaan-

perbedaan; 

b. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbul konflik dalam 

suatu partai anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan 

partai baru; 

c. Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pemimpin 

partai; 

d. Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan 

konstituennya; 

e. Karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk 

meraih mayoritas dalam parlemen, yang diperlukan untuk membentuk 

pemerintahan. 

 

Pada sistem pemilu proporsional yang diutamakan dan dikampanyekan 

adalah program atau ideologi partai-partai politik tersebut. Berbeda dengan 

system distrik yang lebih mengutamakan kepopuleran seseorang . Sistem 

proporsional ini di Indonesia digunakan pada saat penyelenggaraan pemilu 

untuk memilih anggota DPR dan DPRD. 

 

B. Tinjauan Tentang Perilaku Memilih 

 

Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya atas 

manusia lain, dan menjadi ciri khas individu atas individu yang lain. Dalam 

konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah 

dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan 

individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan 

penegakkan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.  
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Menurut Surbakti (1999: 11) ditengah masyarakat, individu berperilaku dan 

berinteraksi, sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa 

perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkut paut dengan proses politik. 

Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya. 

Termasuk kedalam kategori ekonomi, yakni kegiatan yang menghasilkan 

barang dan jasa, menjual dan membeli barang dan jasa, mengkonsumsi barang 

dan jasa, menukar, menanam, dan menspekulasikan modal. Namun, hendaklah 

diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat 

mengerjakan kegiatan politik. 

 

Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu 

yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau  kelompok, 

baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif. Memilih merupakan 

aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Surbakti (1999: 11) menilai perilaku memilih ialah keikutsertaan 

warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan 

membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam 

pemilihan umum. Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang 

tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal 

perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, 

sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas 

rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.  

 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Misalnya saja isu-

isu dan kebijakan politik, tetapi pula sekelompok orang yang memilih 
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kandidat karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya, 

sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena 

dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan ada juga kelompok yang 

memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. 

Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih antara 

lain pengaruh elit, identifikasi kepartaian sistem sosial, media massa dan 

aliran politik. Pemilu, sebagai medium pilihan publik, seharusnya 

mengkondisikan seluruh pihak yang terlibat untuk belajar berbagi peran 

sehingga tidak semuanya harus berpusat pada salah satu aktor atau salah satu 

lokus (Pusat) (Ahmad, 2009: 35).  

 

Proses pemilihan kepala daerah/Pilkada. Seiring dengan konstalasi politik di 

era reformasi penguatan demokrasi yang legitimate sebagai harapan dari 

ending transisi demokrasi, semakin dapat dirasakan oleh masyarakat melalui 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah/pilkada secara langsung. Sebagai 

konsekuensi logis dari perubahan atmosfir politik tersebut, maka dinamika dan 

intensitas artikulasi politik pun makin tampak ditengah ranah kehidupan sosial 

politik.  

 

Secara khusus perubahan yang terjadi dalam sistem pemilu kepala daerah, 

yakni dari sistem pengangkatan langsung oleh pejabat pusat, kemudian 

menjadi sistem pemilihan perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) yang senantiasa mengandung kultur vested interest (kepentingan 

pribadi) di kalangan elit, dan akhirnya menjadi pemilihan secara langsung 

oleh rakyat. Dengan demikian, pemilu kepala daerah secara langsung 
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merupakan indikator pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah 

dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik 

lokal secara demokratis (Upe, 2008: 44-45). 

 

Para ilmuwan politik berpandangan bahwa perilaku politik berarti suatu 

kegiatan yang berkenaan dengan proses dan pelaksanaan keputusan politik 

dan yang melakukan kegiatan tersebut ialah pemerintah dan masyarakat. 

Warga Negara memang tidak memiliki fungsi menjalankan pemerintahan, 

tetapi mereka memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang menjalankan 

fungsi pemerintahan (Kristiadi, 2006: 136), 

 

Salah satu wujud dari perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat adalah 

perilaku politik sebagai perilaku yang bersangkut paut dengan proses politik, 

untuk membedakannya dari perilaku ekonomi, keluarga, agama dan budaya. 

Politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka 

proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan 

bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah (Arifin, 2011: 45). 

 

Secara lebih rinci Popkin dalam Arifin (2011: 45) membedakan antara pilihan 

politik sebagai wujud perilaku politik dengan pilihan pribadi terhadap produk-

produk konsumtif sebagaimana dalam perilaku ekonomi. Menurutnya ada 

empat hal yang membedakan perilaku tersebut. Pertama, memilih kandidat 

politik tidak langsung dirasakan manfaatnya sebagaimana pilihan terhadap 

pilihan konsumtif, melainkan manfaatnya diperoleh dimasa depan. Kedua, 

pilihan politik merupakan tindakan kolektif dimana kemenangan ditentukan 

oleh perolehan suara terbanyak.  
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Pilihan seseorang senantiasa mempertimbangkan pilihan orang lain. Ketiga, 

pilihan politik senantiasa diperhadapkan dengan ketidakpastian utamanya 

politisi untuk memenuhi janji politiknya. Keempat, pilihan politik 

membutuhkan informasi yang intensif demi tercapainya manfaat dimasa 

depan. Berdasarkan beberapa karakteristik tentang perilaku memilih tersebut, 

yang tentunya akan berimplikasi dalam pemberian suara pada proses 

pemilihan umum (Pemilu). 

 

Memberikan suara adalah salah satu tindakan sosial dalam proses pemilihan 

Kepala Daerah, dimana pemilih banyak menggunakan pertimbangan yang 

digunakan dalam menetapkan putusan mereka dengan pemberian suara 

melalui pemilihan umum (Pemilu) secara langsung. Pemilihan umum (Pemilu) 

adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi 

jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, 

mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai 

kepala desa.  

 

Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi 

jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 

'pemilihan' lebih sering digunakan. Sistem pemilu digunakan adalah asas luber 

dan jurdil. Dalam pemilu, para pemilih dalam pemilu juga disebut konstituen, 

dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan 

program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama 

waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah 

pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden
http://id.wikipedia.org/wiki/Luber
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jurdil&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstituen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemungutan_suara&action=edit&redlink=1
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Menurut Jung dalam Arifin (2011: 45) pendekatan perilaku pemilih dalam 

kehidupan suatu masyarakat selalu terdapat pola-pola dan cara-cara tertentu 

yang dianut oleh warga masyarakat. Pola dan cara-cara tersebut merupakan 

tingkah laku masyarakat itu dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang 

sukarela atau dengan terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

tindakan yang diharapkannya, maka keputusan yang diambilnya itu amat 

dipengaruhi oleh pola dan cara fikir yang dianutnya. Hal tersebut di atas tentu 

tidak bisa dilepaskan dari kondisi psikis dan pola pikir tokoh masyarakat, 

terlebih lagi oleh kuatnya dorongan dalam rangka memperebutkan ataupun 

mempertahankan sumber-sumber yang dianggap perlu.  

 

Menurut Jung dalam Arifin (2011: 45) perilaku politik seseorang perlu 

menggunakan beberapa pendekatan. Perilaku pemilih dapat digunakan tiga 

pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan 

pendekatan rasional. 

1. Pendekatan Sosiologis, pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa 

kharakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial 

mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan pilihan 

pemilih. Pendekatan sosiologis dilandasi oleh pemikiran bahwa 

determinan pemilih dalam respon politiknya adalah status sosio-ekonomi, 

afiliasi religious.  

 

Dengan kata lain, pendekatan ini didasarkan pada ikatan sosial pemilih 

dari segi etnik, ras, agama, keluarga dan pertemanan yang dialami oleh 

agen pemilih secara historis. Pengelompokan sosial seperti umur (tua-

muda), jenis kelamin (laki-perempuan) agama dan semacamnya dianggap 

mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk 

pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang 

dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi, dan 

sebagainya, maupun kelompok-kelompok informal seperti keluarga, 

pertemuan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu 

yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang. 
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2. Pendekatan psikologis, pendekatan ini pada dasarnya melihat sosialisasi 

sebagai determinasi dalam menentukan perilaku politik pemilih, bukan 

kharakteristik sosiologis. Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap 

seseorang merupakan refleksi dari keperibadian seseorang yang menjadi 

variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik 

seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologi menekankan pada tiga 

aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu 

partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat. 

a. Sikap merupakan fungsi kepentingan, artinya penilaian terhadap suatu 

objek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang 

tersebut.  

b. Sikap  merupakan fungsi penyesuaian diri artinya seseorang bersikap 

tertentu merupakan akibat dari keinginan orang itu untuk sama atau 

tidak sama dengan tokoh yang dijadikan panutan.  

c. Sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, artinya 

sikap seseorang itu merupakan upaya utuk mengatasi konflik batin dan 

tekanan psikis dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, 

rasionalisasi dan identifikasi. 

 

 

Kedua pendekatan tersebut di atas melihat bahwa perilaku pemilih 

bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika berada 

dibilik suara, tapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan sebelum 

kampanye dimulai. Oleh karena itu tidak cukup menjelaskan perilaku 

politik dengan hanya menggunakan kedua pendekatan tersebut, tetapi juga 

dibutuhkan pendekatan rasional. 

 

3. Pendekatan rasional, melihat bahwa pemilih akan menentukan pilihan 

berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang 

diajukan, artinya para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan rasional.  Dengan demikian, perilaku pemilih 

berdasarkan pertimbangan rasional tidak hanya berupa memilih alternatif 

yang paling menguntungkan (maximum gained) atau mendatangkan 

kerugian yang paling sedikit, tetapi juga dalam memilih alternatif yang 

menimbulkan resiko yang paling kecil yang penting mendahulukan 

selamat. Oleh karena itu, diasumsikan para pemilih mempunyai 

kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan, begitu juga 

mampu menilai calon (kandidat) yang ditampilkan. Penilaian rasional 

terhadap isu politik atau kandidat ini dapat didasarkan pada jabatan, 

informasi dan pribadi yang populer atas prestasi yang dimilikinya. 
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Beberapa pendekatan di atas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan 

kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. 

Namun, dalam kenyataan di negara-negara berkembang perilaku memilih 

bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh beberapa 

pendekatan di atas, tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan 

kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu. 

 

 

C. Politik Uang (Money Politics) 

 

1. Pengertian Politik Uang (Money politics) 

 

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang 

baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun 

supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan 

umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik 

uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya 

dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang 

hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan tujuan 

untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya 

untuk partai yang bersangkutan (Kristiadi, 2006: 45). 

 

Kehidupan politik sejatinya adalah untuk mewujudkan idealisme bagi 

masyarakat dan negara. Namun dalam prakteknya politik adalah untuk 

mempengaruhi dan menggiring pilihan dan opini masyarakat dengan 

segala cara. Sehingga, seseorang dan sekelompok orang bisa meraih 

kekuasaan dengan pilihan dan opini masyarakat yang berhasil di 
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bangunnya atau dipengaruhinya. Ini memerlukan modal atau dukungan 

pemilik modal. Sehingga wajar jika seseorang dan partai perlu 

mengarahkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itulah muncul suatu 

fenomena yang kita kenal dengan politik uang (money politic). Pemilu 

menjelma menjadi ajang pertaruhan yang besar. Namun sangat sulit untuk 

mengharapkan ketulusan dan ketidakpamrihan dari investasi dan resiko 

yang ditanggung politisi (Sudjito, 2009: 75).  

 

Pengertian money politic, ada beberapa alternatif pengertian. Diantaranya, 

suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan 

materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan 

kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau 

partai unatuk mempengaruhi suara pemilih (vooters). Pengertian ini secara 

umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada 

seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik 

pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan 

dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan 

kejahatan. Konsekuensinya para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti 

terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-undang anti suap 

(Kristiadi, 2006: 45).  

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil benang merahnya bahwa 

money politic atau politik uang merupakan tindakan penyimpangan dari 

kampanye yang bentuknya dengan cara memberikan uang kepada 

simpatisan ataupun masyarakat lainnya agar mereka yang telah 
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mendapatkan uang itu agar mengikuti keinginan orang yang memliki 

kepentingan tersebut. Selain itu juga money politic bukan hanya uang, 

namun juga bisa berbentuk barang, biasanya bisa berupa beras, mie, 

ataupun bahan-bahan sembako. Money politic biasanya dilakukan kepada 

masyarakat yang ekonominya rendah, karena itulah sasaran mereka. 

 

2. Penyebab terjadinya money politic di Indonesia 

 

Sudjito (2009: 76) seperti teori sebab akibat dikatakan bahwa ada akibat 

karena ada sebab, begitu juga permasalah yang satu ini, pasti ada 

penyebab atau latar belakang dari terjadinya money politic di negeri 

Indonesia yang telah mencoreng esensi dari demokrasi. Dalam masalah ini 

bisa kita analogikan, apabila kita ingin mengendari mobil, tentu saja kita 

harus memiliki mobil, setelah memiliki mobil tentu saja agar mobilnya 

berjalan tentu saja harus ada bahan bakarnya, begitu juga yang di lakukan 

oleh para calon legislatif. Partai politik merupakan kendaraan mereka, dan 

agar mereka bisa lolos menjadi anggota legislatif maka perlu lah modal 

berupa materi yaitu uang, disinilah mereka memulai  caranya dengan 

mengiming-imingkan masyarakat dengan bentuk materil agar mereka 

dapat dipilih oleh masyarakat.  

 

Tentu saja pasti ada alasan mengapa masyarakat menerima uang atau 

suapan lainnya yang di berikan para calon legislatif. Seperti kita tahu 

bahwa kodrat manusia itu tidak pernah cukup, tidak kita sangkai bahwa 

memang manusia sangat menyukai uang karena memang itulah kebutuhan 

pokok manusia. Selain itu masa kampanye pun bisa dijadikan ajang 
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penambah pendapatan mereka. Ada alasan lain juga, mungkin itu sebuah 

kekesalan masyarakat akan kinerja wakil rakyat selama ini, masyarakat 

berpikir bilamana mereka telah duduk di tahtanya otomatis mereka akan 

lupa terhadap janji-janji dan harapan-harapan yang telah mereka orasikan, 

kedekatan semasa kampanye akan berakhir secara spontan, jadi 

masyarakat seolah berpikir ada baiknya para caleg di manfaatkan sewaktu 

masa kampanyenya.  

 

Dijelaskan Sudjito (2009: 76), filosofi manusia modern mempunyai 

beberapa ciri. Di antaranya, pertama, manusia modern hidup berdasarkan 

rasionalitas yang tinggi. Kedua, kebutuhan manusia terfokus pada materi 

kebendaan. Di antara materi kebendaan yang dipandang memiliki nilai 

tertinggi adalah uang. 

 

Hamid (2009: 78) yang melihat dari kacamata ekonomi, menilai money 

politic muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, 

politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Keduanya saling 

mendapatkan keuntungan dengan mekanisme money politic. Bagi politisi, 

money politic merupakan media instan yang dengan cara itu suara 

konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat, money politic ibarat 

bonus rutin di masa pemilu yang lebih riil dibandingan dengan program-

program yang dijanjikan.  Money politic muncul karena beberapa faktor 

seperti faktor individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian 

kerja  dan nilai atau norma yang berlaku. 
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3. Bentuk-Bentuk Money Politic 

Menurut Hamid (2009: 80) praktik dari Money Politics dalam pemilu 

sangat beragam. Di antara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik 

uang antara lain: a) distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang 

kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu, 

b) pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi 

kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang ilegal, c) 

penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan 

atau mengundang simpati bagi partai poltik tertentu, misalnya 

penyalahgunaan dana JPS atau penyalahgunaan kredit murah KUT dan 

lain-lain.  

 

Sudjito (2009: 76) menyatakan bahwa praktik money politics dari sisi 

waktu dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yakni pra pemungutan. 

Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa 

kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah 

para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi. 

Untuk tahap kedua adalah setelah pemungutan, yakni menjelang Sidang 

Umum DPR atau pada masa sidang tersebut. Sasarannya adalah kalangan 

elit politik. Di tangan mereka kedaulatan rakyat berada. Mereka memiliki 

wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. 

 

Berdasarkan uraian di aras, maka dapat dianalisa dari kedua tahapan 

praktik tersebut, bahwa praktik politik uang dengan sasaran the voters, 

pemilih atau rakyat secara umum akan sangat sulit diukur keberhasilannya. 
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Karena disamping medannya sangat luas juga banyaknya jumlah pemilih. 

Apakah rakyat yang mencicipi uang benar-benar mau mencontreng tanda 

gambar parpol yang telah memberikan uang atau mereka ’berkhiatan’. 

Karena dalam masyarakat telah berkembang pemahaman bahwa pemilu 

bukan saja pesta demokrasi, tapi juga pesta bagi-bagi uang. 

 

Adapun keberhasilan praktik money politics pada tahapan yang kedua 

lebih dapat diprediksi ketimbang pada tahap yang pertama. Sebab sasaran 

yang kedua adalah elit politik yang akan mengambil keputusan penting 

bagi perjalanan pemerintahan. Namun kalau pemilihan dilakukan dengan 

voting tertutup, keberhasilan rekayasa tersebut semakin sulit, terutama jika 

pelaku Money Politics tersebut dinyatakan kalah dalam pemilihan. Dengan 

demikian para ’pengkhianat’ sulit dilacak.  

 

Eratnya hubungan uang dengan politik, sehingga jika money politics tetap 

merajalela niscaya parpol yang potensial melakukan praktik tersebut hanya 

partai yang memiliki dana besar. Berapapun besarnya jumlah dana yang 

dikeluarkan, keuntungan yang diperoleh tetap akan jauh lebih besar. Sebab 

pihak yang diuntungkan dalam praktik money politics adalah pihak 

pemberi, karena dia akan memperoleh dukungan dan kekuasaan politik 

yang harganya tidak ternilai. Adapun yang dirugikan adalah rakyat. 

Karena ketika parpol tersebut berkesempatan untuk memerintah, maka ia 

akan mengambil suatu kebijakan yang lebih menguntungkan pihak 

penyumbangnya, kelompoknya dari pada interest public. 
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4. Dampak Money Politic 

 

Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan (freedom), persamaan 

derajat (equality), dan kedaulatan rakyat (people’s sovereghty). Dilihat 

dari sudut ini, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah faham yang 

menginginkan adanya kebebasan, kedaulatan bagi rakyatnya yang sesuai 

dengan norma hukum yang ada (Kristiadi, 2006: 45). 

 

Praktik Money Politics berdampak terhadap bangunan, khususnya di 

Indonesia berarti prinsip-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktek 

politik uang. Suara hari nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang 

murni dapat dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi 

nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan (Kristiadi, 2006: 45). 

 

Sisi etika politik yang lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat 

dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada 

pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat 

partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek 

eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan (Kristiadi, 2006: 47). 

 

Money Politics bukan secara moral saja yang salah dalam dimensi agama 

juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya 

untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan 

rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri 

(Kristiadi, 2006: 48). 

 



 

 

34 

5. Money Politic Melalui Pendekatan Teori  

 

Pada suatu sistem politik, khususnya di Indonesia, rakyat sebagai 

konstituen mempunyai peran sebagai pemilih yang memiliki suara. 

Sedangkan caleg berperan sebagai peserta yang ikut dalam pemilu pada 

suatu partai tertentu yang akan menuju kursi parlemen dan untuk menuju 

ke kursi parlemen seorang caleg memerlukan dukungan suara dari 

konstituen yang memiliki hak suara dan KPU sebagai penyelenggara KPU 

adalah lembaga yang berperan dalam memfasilitasi kedua kepentingan di 

atas serta melegalisasi hasil dalam pemilu. Oleh karena itu, untuk 

menghasilkan sesuatu yang berarti bagi sistem demokratisasi politik 

Indonesia, maka komponen atau subsistem tersebut harus bekerjasama 

dalam mencapai suatu sinergi dalam mencapai kepentingan masing-

masing (Widodo, 2008: 79). 

 

Menurut Boissevain dalam Sulaiman (2002: 82) pendekatan money politic 

terdapat pada peraturan normatif dan peraturan pragmatif. Peraturan 

normatif adalah menggariskan panduan umum terhadap tingkah laku 

anggota masyarakat, membentuk peraturan umum terhadap tingkah laku 

anggota masyarakat, membentuk peraturan umum yang formal dan unggul 

dalam masyarakat, sedangkan yang dimaksud peraturan pragmatik adalah 

peraturan permainan atau tidak melanggar norma. Menurut Boissevain, 

transaksional adalah menjelaskan hubungan pertemanan atau persaudaraan 

dalam setiap pendekatan untuk memenuhi permintaan,faktor persahabatan 

adalah penting dan jadi keutamaan. 
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Persaingan dalam hubungan transaksional hanya boleh berjalan apabila 

semua peraturan telah ditentukan, dipahami dan dipersetujui. Dalam 

hubungan transaksional terdapat individu yang mencari kesempatan, 

menipu, memaksimumkan keuntungan dan mencari jalan pintas untuk 

menang.  

 

Menurut Boissevain fokus pendekatan hubungan transaksional adalah, 

pergerakan yang bersifat pragmatis, berada diluar peraturan yang 

sewajarnya. Pendekatan transaksional coba membongkar ruang pribadi 

dalam masyarakat, mencoba membedah fakta sosial yang tersembunyi 

(Sulaiman, 2002: 83). 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa politik uang 

adalah suatu bentuk transaksi atau perjanjian antar dua pihak yang saling 

mempunyai kebutuhan terutama pada praktik politik dimana terdapat 

proses ada yang memberi dan menerima sesuatu baik berupa materi 

maupun non materi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh 

kedua pihak. 
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D. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik 

supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia 

menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. 

Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah 

sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan 

simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H 

pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan tujuan untuk menarik 

simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang 

bersangkutan.  

 

Money politic muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku 

(partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Keduanya saling 

mendapatkan keuntungan dengan mekanisme money politic. Bagi politisi, 

money politic merupakan media instan yang dengan cara itu suara konstituen 

dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat, money politic ibarat bonus rutin di masa 

pemilu yang lebih riil dibandingan dengan program-program yang dijanjikan.  

Money politic muncul karena beberapa faktor seperti faktor individu, proses 

sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian kerja dan nilai atau norma yang 

berlaku.  

 

Di antara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain: a) 

distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, 

penggembira, golongan atau kelompok tertentu, b) Pemberian janji oleh calon 
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legislatif pada masyarakat pemilih, c) Pemberian fasilitas umum oleh calon 

legislatif pada masyarakat pemilih 

 
Praktik Money Politics berarti berdampak terhadap bangunan, khususnya di 

Indonesia berarti prinsip-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktek 

politik uang. Suara hari nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni 

dapat dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah 

yang dapat dikatakan kejahatan 

 

Kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :  

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hamid (2009: 80) 

Money Politic (politik uang) 

Bentuk Money Politic: 

1. Distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang 

2. Pemberian janji oleh calon legislatif pada masyarakat pemilih 

3. Pemberian fasilitas umum oleh calon legislatif pada masyarakat 

pemilih 

 

Penyebab Money Politic: 

1. Faktor individu 

2. Proses sosialisasi 

3. Sistem ekonomi 

4. Pembagian kerja  

5. Nilai atau norma yang berlaku 

Dampak Money Politic: 

1. Prinsip-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktek politik uang 

2. Nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli 

demi kepentinga 

3.  


